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BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR lo TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
• 

BUPATI BENGKAYANG 

' 

• 

Menimbang 

Mengingat 

.. ,, . - 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 
I 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak, 

perlu 

dibentuk Unit 
'Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang; 

b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuartlan Perlindungan Anak 
Kabupaten Bengkayang mendapat persetujuan 
Gubernur Kalimantan Barat perdasarkan Surat Nomor : 
061.1/0640/OR-A tanggal 19 Februari 2021 Hal 
Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada 
Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang; 

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Jndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

- ' 8;g!gs"!er,g,Tee,,ZR!' ..:!}kt emerintahan aerah (Lefhbaran T(egara s publk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republikx Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

. 
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentkan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nogpr 5). Nw • 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

• 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahar Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Ye; .e n ..an = = -. • 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang. 
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan 
Badan Daerah. 

7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
selanjutnya disingkat Dinsos, PP dan PA adalah Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bengkayang. } 

8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
unsur pelaksana teknis oderasional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. 

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak yang Selanjutnya disingkat UPTD-PPA adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. 

11. Kepala UPTD-PPA adalah Kepala UPTD-PPA pada Dinas Sosial 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Bengkayang. • . 

12. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai 
keahlian melakukan pendampingan korbanagtuk melakukan konseling Wr. terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri 
korban kekerasan. ' 

13. Komediator adalah orang yang mempunyai tugas memimpin dan 
melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian 
atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan ketrampilan tertentu. 

15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional 
« dilingkungan UPTD-PPA pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. 
16. Anak adalah Seseorang yang belum berumur 18 (Delapan belas) Tahun, 

Termasuk Anak yang masih dalam Kandungan. 
17. Perempuan adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan. 
18. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan 
hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan 
sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender .. 
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19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 

20. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, 
psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang 
mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta 
merendahkan martabat. 

21. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan, atau pengucilan, 
yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan 
pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, 
status ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, 
dan kondisi fisik dan/ a tau mental yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau 
penggunaan hak asasi man usia dan kebebasan dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, 
sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya. 

22. Proses Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

23. Proses Restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali, dan 
penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. 

24. Penampungan Sementara atau biasa disebut shelter adalah tempat 
perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
yang tidak bisa pulang kerumah, bisa berupa shelter atau rumah aman. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 
• Pembentukan 

Pasal 2 
• 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit'Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) pada Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Bengkayang. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Peremp uan dan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kelas B. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 3 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin 
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

(1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan layanan 
perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan: 
a. pengaduan masyarakat; 
b. penjangkauan korban; 
c. pengelolaan kasus; 
d. penampungan sementara; 
e. mediasi; dan 
f. pendampingan korbani. 

+ BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 
' 

(1) Susunan Organisasi UPTD-PPA terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Pelaksana; dan 
c. Kelompok jabatan fungsional. 

+ 

(2) Bagan susunan organisasi UPTD-PPA se 
lampiran yang merupakan bagian tidak 
Bupati ini. 

mana tercantum dalam 
; hk: de - P terpisah an lari 'eraturan 

I 
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Bagian Kedua 
Kepala UPTD-PPA 

Pasal 6 

(1) Kepala UPTD-PPA sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
UPTD-PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 
perlindun.gan khusus dan masalah lainnya di Kabupaten Bengkayang. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD-PPA menyelenggarakan fungsi : 
a. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 

penyelengaraan layanan di UPTD-PPA; 
b. menyusun rencana 

kerja di UPTD-PPA; 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
d. mengeval uasi hasil kerja UPTD-PPA; 
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e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam 
lingkungan UPTD-PPA; dan melaksanakan administrasi UPTD-PPA. 

Bagian Ketiga 
Pelaksana 

Pasal 7 

(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri 
dari: 
a. Konselor mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemberian 

bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi 
konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali; 

b. Komediator mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan 
penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi 
yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai 
dengan peraturan danketentuan yang berlaku; 

c. Pengadministrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan 
kegiatan yang meliputi penerimaan,. pencatatan dan 
pendokumentasian dokumen administrasi; 

d. Pengemudi mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan 
transportasi yang bersifAt kedinasan dengan kendaraan dinas; 

e. Petugas Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 
yang meliputi pe·.ngamanan dan penertiban; dan 

f. Penjaga Asrama mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 
pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan dibidang penjagaan 
asrama. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksagakan tugas khusus sesuai 
keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang 
keahliannya masing-masing. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak serta berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD-PPA. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan 
analisi:s beban kerja. 

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaxuan oleh kepala UPTD-PPA 
yang. 
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Bagian Kelima 
Tata Kerja 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok 
tenaga fungsional di Lingkungan UPTD-PPA wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan UPTD-PPA wajib 
mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan UPTD-PPA bertanggung 
jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya. 

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja. 

(6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, 
bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit 
organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala. 

4 

BAB IV 
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

.... 
Pasal 10 

(1) Kepala UPTD-PPA adalah jabatan pengawas(jabatan struktural eselon 
IVb. i 

(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, 
fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

BAB V 
PEMBIAY AAN 

Pasal 11 

Pembiayaan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan ,dan Belanja 
Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 • 

• 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat 
yang memangku jabatan di lingkungan UPTD-PPA pada Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang 
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya 
pcjabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
• 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang. 

2021 

• 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR /6 
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KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL • 

I 

• 
• • ... 

' - 4 

- • 
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KEPALA 
UPTD 

• • - 

• 

• 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR : l TAHUN 2021 
TANGGAL : 3o 4re} 2021 
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN BENGKAYANG 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKAYANG 

KONSELOR KOMEDIATOR PENGADMINISTRASI 
UMUM PENGEMUDI 

PETUGAS 
KEAMANAN 

PENJAGA 
ASRAMA 

- 
• 
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